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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gempa dengan kekuatan 7,4 SR yang terjadi secara tiba-tiba telah memporak-

porandakan Kota Palu  pada tanggal 28 September 2018 ternyata memicu bencana 

lain yakni gelombang tsunami dan bencana likuifaksi sehingga berdampak pada 

kerusakan bangunan pemukiman yang jumlahnya mencapai 2.790 unit rumah, 2113 

korban jiwa, 4612 jiwa korban luka dan 223.751 jiwa mengungsi (BNPB 2018). 

Setelah terjadinya bencana, tsunami terpicu dikarenakan adanya longsor bawah laut 

sehingga air terdorong ke daratan, serta diperparah dengan adanya teluk Palu 

sehingga kecepatan air menerjang daratan menjadi semakin cepat dengan kekuatan 

yang sangat merusak bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai (Cummins, 

Phil 2018). Gempa dahsyat yang menyulut tsunami berpusat di Kabupaten 

Donggala, ujung dari Sesar Palu-Koro yang membelah Kota Palu. Keberadaannya 

yang tepat di sesar Palu-Koro yang menyebabkan gempa mengubah daratan yang di 

atasnya padat permukiman, seketika menjadi lunak dan bergerak di beberapa lokasi, 

yakni  Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa. Ketika terguncang, lapisan tanah 

seperti teraduk dan otomatis merusak lapisan kedap air di bawahnya. Ketika lapisan 

kedap air atas terkoyak, maka air tanah akan terbuka dan bercampur tanah yang 

teraduk oleh guncangan gempa. Lapisan padat yang teraduk dan bercampur air itu 

berada di atas bidang gelincir miring. Ketika sudah lunak, otomatis akan bergerak 

mengikuti bidang gelincirnya sehingga menyebabkan terlihat daratan bergerak dan 

bergeser seperti sungai. Inilah bencana yang terhitung baru di Indonesia yaitu 

Bencana Likuifaksi dimana bencana ini terlihat begitu dahsyat sehingga menelan 

bangunan serta warga yang bermukim diatasnya (Prabhancana, L 2018). Bencana 

Likuifaksi merupakan bencana yang dapat dianggap sebagai hal baru di Indonesia 

dimana dampak kerusakan dapat kita lihat dengan apa yang terjadi di Kota Palu. 

Rentetan bencana ini pun menimbulkan banyak permasalahan mulai dari korban 

jiwa sampai pada pengungsi pasca bencana. 



 
2 

 

Relokasi merupakan suatu tindakan untuk menata ulang pemukiman di sekitar 

wilayah rawan bencana yang bertujuan meminimalisir korban apabila terulang 

kembali bencana di kemudian hari. Relokasi didefinisikan sebagai proses dimana 

perumahan, aset, dan infrastruktur publik komunitas dibangun kembali di lokasi 

lain. Relokasi terkadang dianggap sebagai pilihan terbaik setelah bencana dengan 

alasan sebagai berikut (Jha, A.K 2010, 77):  

1. orang telah terlantar akibat bencana; 

2. lokasi saat ini dinilai tidak layak huni; atau  

3. relokasi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk mengurangi kerentanan 

terhadap risiko bencana di masa depan. 

Relokasi pernah dilakukan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam setelah 

bencana tsunami pada tahun 2006. Instrumen utama dalam relokasi tersebut adalah 

Pengadaan Tanah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Permasalahan 

Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan 

Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias 

Provinsi Sumatra Utara menyebutkaan bahwa “Pengadaan Tanah untuk relokasi 

perumahan korban bencana gempa bumi dan tsunami dilakukan melalui tata cara 

dan mekanisme musyawarah bersama masyarakat, Pemerintah Daerah, Badan 

Rehabilitasi dan Rekontruksi, serta instansi terkait lainnya”. Maka dari itu 

Peraturan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam Pelaksanaan relokasi untuk 

korban bencana di Kota Palu. 

Pengadaan Tanah dilakukan pada konteks pembangunan untuk kepentingan 

umum. Namun Pengadaan Tanah untuk kepentingan relokasi bencana tidak 

termasuk kepentingan umum. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

menyebutkan bahwa “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan 

masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 49 ayat 1 nya menyebutkan bahwa 

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat 
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bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat 

langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi 

pembangunan untuk Kepentingan Umum”. Sehingga Pengadaan Tanah yang akan 

dilaksanakan di Kota Palu termasuk dalam kategori Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam. 

Badan penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan lembaga 

pemerintah yang memiliki peran dalam mitigasi bencana, termasuk pemerintah 

daerah, untuk memulai analisis komparatif mendalam tentang opsi manajemen 

risiko pada lokasi rawan bencana (Jha 2010,77). Perlu adanya sinergi antar insitusi 

pemerintah dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Relokasi Korban Bencana 

di Kota Palu guna melakukan suatu analisis terkait bencana yang terjadi dengan 

mitigasi bencana yang akan dilaksanakan serta koordinasi dalam analisis potensi 

fisik dan kebijakan yang mengaturnya dalam upaya penetapan lokasi pengadaan 

tanah tersebut. Selain itu harus ada perumusan kembali terkait dengan Peta RTRW 

Kota Palu tahun 2010-2030 yang  telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu dan 

perlu adanya peraturan  tegas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah 

demi terciptanya suatu pemukiman masyarakat yang aman dan dapat meminimalisir 

jatuhnya korban jiwa apabila terulang bencana yang sama atau hampir sama. 

Pemahaman yang baik tentang frekuensi gempa bumi masa lalu di daerah mana 

pun dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan kejadian serupa di masa 

depan (Smith,K, Petley D.N 2008, 126). Dengan adanya pemahaman dari Keith 

Smith di atas maka dapat dipastikan adanya periode bencana serupa terulang di 

Kota Palu. Teori tersebut didukung Laporan Penyelidikan Potensi Likuifaksi yang 

dilakukan oleh Badan Geologi pada tahun 2012 yang menyebutkan akan adanya 

probabilitas bencana likuifaksi untuk periode ulang 50 tahun sebesar 54.4%. 

Dengan adanya kemungkinan bencana yang serupa dimana Kota Palu terdapat 

berbagai jenis ancaman bencana baik gempa bumi, likuifaksi maupun tsunami 

sehingga proses penetapan lokasi relokasi menjadi hal yang penting dengan 
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mempertimbangkan aspek tingkat kerawanan bencana sehingga perlu dilaksanakan 

suatu mitigasi bencana yang terstruktur oleh Pemerintah Kota Palu. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 6, Mitigasi bencana adalah   

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana. Langkah awal Pemerintah Kota Palu untuk pelaksanaan mitigasi bencana 

adalah penyelesaian masalah relokasi untuk korban bencana di Kota Palu, yang 

kemudian diikuti dengan inventarisasi lokasi yang berpotensi untuk dilakukan 

pengadaan tanah dalam rangka mitigasi bencana yang dapat dituangkan dalam Peta 

Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi wilayah pada lokasi pengadaan tanah pasca bencana di 

Kota Palu? 

2. Bagaimana sinergi, strategi dan kebijakan yang diambil para pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian permasalahan? 

3. Bagaimana sinkronisasi antara kebijakan yang berlaku dengan kondisi wilayah 

di lapangan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui potensi fisik di Kota Palu sehingga dapat diketahui lokasi-lokasi 

yang aman untuk dijadikan pemukiman. 

b. Mengetahui bagaimana sinergi, strategi dan kebijakan sehingga ditetapkan 

menjadi lokasi pengadaan tanah untuk relokasi warga terdampak bencana di 

Kota Palu. 

c. Mengevaluasi potensi fisik dan kebijakan dalam pengadaan tanah untuk 

korban bencana di Kota Palu. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

ilmu pengetahuan berupa sebuah konsep prosedur pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk relokasi warga terdampak bencana yang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dan berdasarkan kaidah-kaidah yang ditentukan. 

b. Bagi STPN, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat untuk kajian pertanahan terutama menyangkut pengadaan tanah 

untuk relokasi pasca bencana. 

c. Bagi BPN dan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi pasca bencana dan sebagai 

masukan dalam mengambil kebijakan pengadaan tanah untuk relokasi pasca 

bencana. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kondisi Wilayah di lapangan pascabencana telah terzonasi dengan baik melalui 

terbitnya Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu dan Sekitarnya yang disepakati 

oleh sebelas Lembaga Pemerintah. 

2. Sebelas Lembaga Pemerintah bersinergi dalam penyelesaian permasalahan  

pasca bencana di Kota Palu untuk saling melengkapi sesuai dengan keahlian 

SDM dari masing-masing Lembaga Pemerintah. 

3. Strategi Antar Pemangku Kepentingan dalam penyelesaian permasalahan pasca 

bencana meliputi (1) perumusan zonasi tingkat kerawanan bencana; (2) 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi warga korban bencana; (3) 

membentuk panitia pelaksana pengadaan tanah untuk relokasi korban bencana. 

4. Kebijakan yang Disepakati 

a. Menyepakati Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu dan Sekitarnya. Zonasi 

ini merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang diberlakukan di Kota 

Palu. 

b. Menyepakati bahwa arah kebijakan Pengadaan Tanah 0 Rupiah diberlakukan 

di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dalam rangka menyediakan lahan untuk 

pembangunan Hunian Tetap untuk korban bencana. 

c. Menerbitkan Keputusan Gubernur Prov. Sulteng No. 369/516/DIS.BMR-

G.ST/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah 

Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah 

5. Tidak Sinkronnya antar Lembaga Pemerintah sehingga menyebabkan kendala-

kendala di lapangan, antara lain : 

a. Terdapat kategori ZRB 3 pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi 

Pengadaan Tanah di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga yang 

menyebabkan berkurangnya jumlah pembangunan Hunian Tetap untuk 

korban bencana. 
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b. Terpadat Hak Milik yang tumpang tindih dengan lokasi Pengadaan Tanah di 

Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore yang merupakan eks Hak Guna 

Bangunan. 

c. Arah Kebijakan Pengadaan Tanah 0 Rupiah terkendala Biaya Operasional 

yang belum diatur secara resmi baik oleh Pemerintah daerah maupun 

Pemerintah Pusat. 

B. Saran 

1. Perlu adanya Peraturan yang mengatur secara resmi arah kebijakan Pengadaan 

Tanah 0 Rupiah. 

2. Perlu adanya sinergi yang lebih cermat antar Lembaga Pemerintah dalam 

penentuan Lokasi Pengadaan Tanah pasca bencana. 

3. Perlu adanya Peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur Biaya 

Operasional dan  Biaya Pendukung  arah Kebijakan Pengadaan Tanah 0 

Rupiah untuk mengurangi kendala dalam pelaksanaannya. 

4. Perlu adanya upaya Mitigasi Bencana dalam bentuk Peta Potensi Pengadaan 

Tanah Berbasis Kebencanaan. Peta tersebut memberikan informasi terkait 

dengan lokasi yang aman untuk dijadikan areal pemukiman, berada pada ZRB 

1 atau ZRB 2 dan tidak ada Hak Milik diatas lokasi tersebut serta berada pada 

kemiringan 0%-15%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran 11. 
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Provinsi Sulawesi Tengah. 

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peta Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030. 
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